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ABSTRAK 

 

Fairuz Dwimas Aryasetia. 201810115071. Perlindungan Hukum Terhadap 

Konsumen Pinjaman Online Terkait Keterlibatan Jasa Penagih Utang 

Berdasarkan POJK No. 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha 

Pembiayaan. 

Pada saat ini pembiayaan konsumen sudah berkembang sangat pesat, 

sekarang sudah adanya perusahaan financial technology atau fintech yang biasa 

disebut juga dengan Pinjaman Online yaitu suatu perusahaan pembiayaan atau 

layanan jasa keuangan menggunakan teknologi. Jadi pelaku usaha dan konsumen 

tidak akan saling bertemu, karena dengan cukup dimana saja pelaku usaha dan 

konsumen itu berada ia tetap bisa melakukan layanan dalam jasa keuangan. Pelaku 

usaha tetap bisa menyalurkan dananya dan konsumen tetap bisa meminjam dana 

dari pelaku usaha tersebut. Fintech ini merupakan suatu perusahaan pinjam 

meminjam yang prosesnya itu sangat mudah dan cepat. Pada saat konsumen 

pinjaman online tersebut tidak sanggup untuk membayar utang, maka konsumen 

akan berhadapan dengan jasa penagih utang atau debt collector. 

Sering kali debt collector ini melakukan perbuatan yang melanggar hukum 

kepada konsumennya, maka perusahaan pinjaman online harus mengikuti aturan 

Pasal 48 POJK No. 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan 

Pembiayaan dalam hal melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai penagih 

utang. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menjelaskan tentang penerapan 

perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online serta menjelaskan sanksi 

yang diberikan kepada perusahaan pinjaman online yang melanggar ketentuan 

Pasal 48 POJK No. 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan 

Pembiayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang menganalisis suatu masalah hukum 

dengan pendekatan kepustakaan. 

Bahwa berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh beberapa hasil 

pembahasan: Pertama Perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pengguna 

pinjaman online tidak perlu khawatir, dikarenakan sudah adanya perlindungan bagi 

konsumen yaitu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 

tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan telah adanya aturan 

mengenai kerja sama oleh jasa penagih utang atau debt collector yang harus sesuai 

dengan Pasal 48 ayat (3) POJK No. 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan 

Usaha Perusahaan Pembiayaan. Kedua bahwa dalam penegakan hukum, 

pemerintah dan kepolisian RI telah menindak tegas perusahaan pinjol yang 

melakukan perbuatan melawan hukum, contohnya adanya tindakan hukum dari 

Kapolri sebagai penegak hukum, serta bisa melakukan pengajuan gugatan ke 

pengadilan jika perusahaan pinjaman online tersebut melakukan perbuatan 

melawan hukum yang telah sesuai dalam Pasal 1365 KUH Perdata. 

 

Kata Kunci: financial technology, pinjaman online, debt collector 
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ABSTRACT 

 

Fairuz Dwimas Aryasetia. 201810115071. Legal Protection of Online Loan 

Consumers Related to The Involvement of Debt Collector Services Based on POJK 

No. 35/POJK.05/2018 Concerning The Implementation of Financing Business. 

At this time consumer financing has grown very rapidly, now there is a 

financial technology or fintech company commonly called Online Loan which is a 

financing company or financial services using technology. So business people and 

consumers will not meet each other, because with enough wherever the 

businessman and the consumer are still able to perform services in financial 

services. Business actors can still channel their funds and consumers can still 

borrow funds from these business actors. Fintech is a lending company whose 

process is very easy and fast. When the online loan consumer is unable to pay the 

debt, then the consumer will be faced with the services of a debt collector or debt 

collector. 

Often these debt collectors commit unlawful acts to their consumers, then 

online loan companies must follow the rules of Article 48 POJK No. 35 / POJK.05 

/ 2018 Concerning the Implementation of Financing Company Business in terms of 

cooperating with third parties as debt collectors. The purpose of this study is to 

explain the application of legal protection for online loan consumers and explain 

the sanctions given to online loan companies that violate the provisions of Article 

48 of POJK No. 35 / POJK.05 / 2018 concerning the Implementation of Financing 

Company Business. The method used in this research is a normative juridical legal 

research method that analyzes a legal problem with a literature approach. 

That based on the results of this study obtained several results of discussion: 

First legal protection for consumers as users of online loans do not need to worry, 

because there is already protection for consumers, namely in the Regulation of the 

Financial Services Authority No. 1 / POJK.07 / 2013 on Consumer Protection of 

the Financial Services Sector and there are rules regarding cooperation by debt 

collector services that must be in accordance with Article 48 paragraph (3) of 

POJK No. 35 / POJK.05 / 2018  About the Implementation of Financing Company 

Business. Second, in law enforcement, the government and the Indonesian police 

have cracked down on pinjol companies that commit unlawful acts, for example the 

existence of legal action from the Police Chief as law enforcement, and can file a 

lawsuit to the court if the online loan company commits unlawful acts that have 

been in accordance with Article 1365 of the Civil Code. 
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